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ABSTRAK 

 
Penelitian ini menjelaskan tentang diplomasi publik Indonesia di Fora Internasional 

sebagai upaya penyelesaian isu Papua Merdeka. Penulis menggunakan teori diplomasi 
publik yang dikemukakan oleh Mark Leonard. Dalam teori ini, terdapat tiga dimensi yang 
berperan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan diplomasi publik. Hasil dari penelitian 
ini menunjukan bahwa diplomasi publik Indonesia untuk mempengaruhi Negara-negara di 
kawasan Pasifik Selatan melalui fora internasional terkait isu Papua merdeka masih belum 
berjalan dengan lancar, akibat belum maksimalnya implementasi diplomasi publik yang 
dilakukan Indonesia. Hal ini ditunjukan melalui masih adanya dukungan yang diberikan oleh 
beberapa Negara Pasifik Selatan salah satunya Vanuatu yang tetap mendukung gerakan 
Papua Merdeka. Dapat dilihat dengan fakta bahwa pembangunan yang dilakukan oleh 
pemerintah Indonesia mulai dari ekonomi dan infrastruktur belum cukup untuk 
menyelesaikan permasalahan di Papua secara menyeluruh. Diplomasi publik Indonesia pada 
fora internasional masih didominasi oleh aktor-aktor negara seperti halnya pemerintahan, 
sedangkan untuk peran dari aktor non-negara seperti halnya aktivis, media, LSM dan lain- 
lain belum cukup untuk meningkatkan hubungan Indonesia dengan Papua. Maka dari itu 
untuk menyelesaikan permasalahan pada Papua, Indonesia masih mempunyai peluang jika 
mampu mengoptimalkan tiga dimensi diplomasi publik tersebut dan mengoordinasikan 
pelaksaan diplomasi publik secara optimal, serta melibatkan lebih banyak aktor non-negara. 

Kata kunci: Diplomasi Publik, Fora Internasional, Indonesia, Papua Merdeka, Aktor non- 

negara. 
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ABSTRACT 

 
This research describes Indonesia's public diplomacy at the International Fora as an effort to 
resolve the issue of Free Papua. The author uses the theory of public diplomacy put forward 
by Mark Leonard. In this theory, there are three dimensions that act as indicators of the 
successful implementation of public diplomacy. The results of this study indicate that 
Indonesia's public diplomacy to influence countries in the South Pacific region through 
international fora related to the issue of an independent Papua is still not running smoothly, 
due to the not yet optimal implementation of public diplomacy by Indonesia. This is 
demonstrated by the continued support provided by several South Pacific countries, one of 
which is Vanuatu, which continues to support the Free Papua movement. This can be seen 
from the fact that the development carried out by the Indonesian government, starting from 
the economy and infrastructure, has not been sufficient to solve the problems in Papua as a 
whole. Indonesia's public diplomacy in international forums is still dominated by state actors 
such as the government, while the role of non-state actors such as activists, media, NGOs 
and others is not enough to improve relations between Indonesia and Papua. Therefore, to 
solve the problem in Papua, Indonesia still has a chance if it is able to optimize the three 
dimensions of public diplomacy and optimally coordinate the implementation of public 
diplomacy, and involve more non-state actors. 

Key words: Public diplomacy, Internasional forum, Indonesia, Independent Papua, Non- 

state actors. 



vii  

KATA PENGANTAR 
 
 
 

Puji dan syukur penulis atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkat 

rahmat, karunia, serta bimbingan-Nya atas terlaksananya skripsi dari penulis ini dan juga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Upaya Diplomasi Publik Indonesia 

di Fora Internasional Terkait Isu Papua Merdeka”, tepat pada waktunya. Skripsi ini adalah 

sebagai salah satu syarat yang telah ditetapkan dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana di 

Universitas Sriwijaya Palembang. 

Dalam proses penyusunan laporan penelitian ini penulis mendapatkan banyak 

bantuan dan penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya 

bantuan dari berbagai pihak dan juga skripsi penulis ini juga jauh dari kata sempurna maka 

dari itu penulis juga mengharapkan arahan terbaik yang diberikan dari berbagai pihak untuk 

penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima 

kasih sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT., yang telah memberikan segala nikmat, berkat, rahmat, serta karunianya 

dalam hidup penulis 

2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE Selaku Rektor Universitas Sriwijaya. 
 

3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Sriwijaya. 

4. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan 

Internasional Universita Sriwijaya. 

5. Bapak Dr. Zulfikri Suleman, MA Selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah bersedia 

meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu penulis dalam proses 

penyusunan skripsi. 



viii  

6. Bapak Ferdiansyah Rivai, S.IP., M.Si Selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah 

bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu penulis menyelesaikan 

skripsi. 

7. Kepada Miss Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA dan Bapak Dr. Muhammad Yustian 

Yusa, S.S., M.S selaku Dosen Penguji saya yang sudah memberikan banyak saran 

dan masukan terhadap penulisan skripsi saya agar lebih baik. 

8. Kepada Mba Anty selaku Admin Hubungan Internasional Palembang yang sangat 

membantu penulis dalam menyelesaikan administrasi kampus selama masa 

perkuliahan. 

9. Kepada Bapak Kol. Willem Diaz V. S.IP., M.Si dan Ibu Octalira Safitrie, M. Sc 

Selaku Pembimbing KKHI selama penulis melakukan kegiatan magang yang telah 

memberikan saran dan masukan untuk memulai penulisan skripsi. 

10. Kepada kedua orang tua tercinta saya Anson Ferdiant Diem, ST., MT dan Raden Ayu 

Umi Kalsum, S.P., M.Si., kakek saya Prof. (emeritus) H. Diemroh Ihsan, M.A., 

Ph.D., nenek saya Prof. (emeritus) Hj. Chuzaimah Dahlan Diem, M.L.S., Ed.D., Hj. 

Nyayu Rogaya, kakak saya Maulidiyah Maghfirah Ferdianti, S.Tr.M dan adik saya 

Muhammad Arkan Ferdiant yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan 

kepada saya selama menjalankan perkuliahan dan sampai kepada tahap penyusunan 

skripsi. 

11. Rekan-rekan saya Aldi Pangestu Wiganda, S.Sos., Achmad Reyhan Noor Fadjri, M. 

Kedri Arya Arthallah, dan M. Bima Saputra yang selalu memberikan dukungan dan 

saran selama penulis membutuhkan bantuan dalam proses penyelesai skripsi. 

12. Teman-teman angkatan 2018 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas 

Sriwijaya Palembang. 



ix  

13. Pihak-pihak serta teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sudah 

memberikan bantuan dan dukungan selama proses penyusunan skripsi. 

14. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna 

thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I 

wanna thank me for never quit, I wanna thank me for just being me at all times. 

 
 

Akhir kata penulis berharap agar Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan 

kepada semua pihak yang sudah membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi ini. 

Dan juga penulis berharap agar skripsi ini berguna untuk para pembaca, khususnya untuk 

mahasiswa/i Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya Palembang. 

 
 

Palembang, 1 Januari 2023 
 
 
 
 

Muhammad Chairul Ferdiant 
 

07041381823163 



ix  

 

 
DAFTAR ISI 

 
 
 

HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................................................... ii 

DAFTAR ISI ................................................................................................................................... ix 

DAFTAR TABEL ............................................................................................................................. xi 

BAB I ............................................................................................................................................. 1 

1.1. Latar Belakang .............................................................................................................. 1 

1.2. Rumusan Masalah ........................................................................................................ 7 

1.3. Tujuan Penelitian .......................................................................................................... 7 

1.4. Manfaat Penelitian ....................................................................................................... 7 

BAB II ............................................................................................................................................ 8 

TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................................................................... 8 

2.1. Penelitian Terdahulu .................................................................................................... 8 

2.2. Kerangka Konseptual .................................................................................................. 16 

2.3. Argumen Utama ......................................................................................................... 22 

BAB III ......................................................................................................................................... 24 

METODE PENELITIAN .................................................................................................................. 24 

3.1. Desain penelitian ........................................................................................................ 24 

3.2. Definisi konsep ........................................................................................................... 24 

3.3. Fokus penelitian ......................................................................................................... 26 

3.4. Unit analisis ................................................................................................................ 28 

3.5. Jenis dan sumber data ................................................................................................ 29 

3.5.1. Jenis Data ............................................................................................................ 29 

3.5.2. Sumber Data ....................................................................................................... 29 

3.6. Teknik pengumpulan data .......................................................................................... 30 

3.7. Teknik keabsahan data ............................................................................................... 30 

3.8. Teknik analisis data ..................................................................................................... 31 

BAB IV ......................................................................................................................................... 32 

DESKRIPSI/GAMBARAN UMUM PENELITIAN .............................................................................. 32 

4.1. Sejarah Konflik Papua ...................................................................................................... 32 



x 
 

4.2 Persoalan Konflik Papua .................................................................................................... 34 

4.3. Indonesia di Fora Internasional ....................................................................................... 38 

BAB V .......................................................................................................................................... 47 

HASIL DAN PEMBAHASAN .......................................................................................................... 47 

5.1. Upaya Diplomasi Publik Indonesia Di Fora Internasional Terkait Isu Papua Merdeka ..... 47 

5.1.1 Manajemen Berita (News Management) ................................................................... 53 

5.1.2 Komunikasi Strategis (Strategic Communication) ...................................................... 57 

5.1.3. Pembangunan Hubungan (Relationship Building) ..................................................... 63 

BAB VI ......................................................................................................................................... 85 

KESIMPULAN DAN SARAN .......................................................................................................... 85 

6.1. Kesimpulan ...................................................................................................................... 85 

6.2. Saran ............................................................................................................................... 86 

Bibliography ............................................................................................................................... 87 



xi  

 
 

DAFTAR TABEL 

 
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ..................................................................................................... 9 

Tabel 1.3. Fokus Penelitian ......................................................................................................... 27 

Tabel 3.9. Jadwal Penelitian ......................................................... Error! Bookmark not defined. 



xii  

 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 1.1 ................................................................................................................................... 3 

Gambar 5.1 ................................................................................................................................. 67 

Gambar 5.2 ................................................................................................................................. 70 

Gambar 5.4 ................................................................................................................................. 75 

Gambar 5.5 ................................................................................................................................. 79 

Gambar 5.6 ................................................................................................................................. 80 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 
 

Diplomasi publik didefinisikan sebagai upaya untuk memajukan kepentingan 

nasional suatu negara dengan memahami, menginformasikan, dan mempengaruhi 

khalayak asing. Dengan kata lain, jika diplomasi tradisional berkembang melalui 

mekanisme government to government relations, maka praktik diplomasi publik akan 

lebih ditekankan pada government to people, atau bahkan people to people. Tujuannya 

adalah agar komunitas internasional memahami negara dengan baik sebagai basis sosial 

untuk hubungan dan kepentingan yang lebih luas. 

Dimensi publik sangat penting dalam perubahan dan mempengaruhi perilaku 

diplomasi. Sejauh ini, tidak ada kebijakan luar negeri atau inisiatif kebijakan internal yang 

dilakukan tanpa terlebih dahulu diperiksa oleh opini publik dan dimensi publik tidak 

hanya opini publik tetapi juga konsultasi publik, partisipasi dan tindakan. Perdebatan 

tentang diplomasi publik memiliki arti penting yang besar dan strategis untuk 

mengarahkan seluruh potensi bangsa pada satu kesatuan visi dan tujuan dalam 

memperjuangkan kepentingan bangsa dan Negara (Ma’mun, 2014). 

Direktur Jenderal Singapore International Foundation (SIF) Jean Tan 

mengatakan bahwa diplomasi publik atau diplomasi rakyat adalah masa depan hubungan 

internasional karena dunia sekarang sudah saling terhubung. Semakin banyak individu, 

peneliti, pelaku bisnis, dan masyarakat sipil mulai angkat bicara dan bertindak atas isu- 
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isu di dunia yang berubah dengan cepat. Juga sangat baik ketika kelompok masyarakat 

membahas isu-isu yang masih  di luar perhatian pemerintah (Tarigan, 2022). 

Permasalahan domestik suatu negara yang sebelumnya bersifat sangat lokal, dapat 

berkembang menjadi permasalahan internasional atau dalam bahasa lain sering dibilang 

“domestic issue are international issues” (Sukma R. , 2006). Seperti isu Papua Merdeka, 

yang tidak lagi murni lokal (domestik). Hal ini sudah merajalela sehingga wajar dikatakan 

penyebab Papua Merdeka sudah mendunia. Perluasan dimensi ini tentu saja menjadikan 

pertanyaan ini sesuatu yang krusial. Mengingat hal tersebut dapat menimbulkan 

gangguan dari pihak luar (asing) sampai batas tertentu. 

Papua Barat merupakan provinsi yang strategis bagi Indonesia. Papua Barat 

memiliki sumber daya alam seperti nikel, perak, air raksa, tembaga, emas dan bahan 

galian lainnya yang berkontribusi terhadap APBN Indonesia. Internasionalisasi di Papua 

Barat merupakan salah satu ancaman terhadap kedaulatan negara kesatuan Republik 

Indonesia. Munculnya dukungan eksternal memaksa Indonesia untuk bertindak lebih 

optimal agar pembebasan Timor Timur tidak terulang lagi dalam sejarah Indonesia 

(Chauvel, 2005). 
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Gambar 1.1 

 
Sumber: Litbang Kompas diolah dari Atlas Sumber Daya Bakosurtanal 

Papua resmi menjadi provinsi Indonesia pada tahun 1969 melalui Penentuan 

Pendapat Rakyat (PAPERA) atau Act of free choice. Namun saat itu Papua Barat masih 

berada di bawah pemerintahan Provinsi Papua. Kemudian Sidang Umum PBB 

memutuskan hasil survei tersebut dan pada tanggal 19 November 1969, Papua resmi 

menjadi provinsi ke dua puluh tujuh Indonesia dan menjadi salah satu provinsi baru di 

Indonesia. Menurut Keputusan Pemerintah No. 24 Tahun 2007, yang dulunya bagian dari 

Provinsi Papua sekarang dikenal sebagai Provinsi Papua Barat. Namun, undang-undang 

otonomi khusus juga berlaku di Papua Barat dan Provinsi Papua. 

Di sisi lain, hasil referendum menimbulkan kegemparan dari kelompok yang 

menginginkan Papua menjadi negara merdeka, tidak terikat dan bebas. Kelompok ini 
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menamakan dirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Free Papua Organization. 

Organisasi Papua Merdeka lahir ketika salah satu daerah di Indonesia yaitu Papua 

dibicarakan tentang statusnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah 

konflik di Papua dimulai dengan penyatuan wilayah Papua menjadi Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Upaya kelompok separatis Papua untuk memisahkan diri dari 

Indonesia dilakukan dengan mengganggu stabilitas kedaulatan negara, misalnya. 

Pembakaran, tindak kriminal, penyerangan Mabes TNI/Polri hingga pembunuhan dengan 

beberapa kematian (Suwandi, 2020). 

Banyak faktor yang menjelaskan munculnya separatisme di Papua, yaitu sejarah, 

kekecewaan masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat dalam menangani berbagai 

persoalan Papua, ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan politik, serta rasa terkucilkan 

dari sistem politik dan ekonomi. Kelompok tersebut menilai Konvensi New York dan 

PEPERA 1969 “cacat secara hukum” dan melanggar HAM rakyat Papua karena tidak 

dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan yaitu one man one vote, melainkan 

melalui sistem perwakilan. Kelompok separatis Papua yang sebelumnya bergerak secara 

acak dan tidak terkoordinasi, semakin solid dan terkonsolidasi dalam perkembangannya, 

seiring dengan tercapainya cita-cita memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk 

negara sendiri yang disebut West Papua (Papua Barat) (Halim, 2018). 

Masalah ini semakin rumit karena globalisasi dan keterbukaan memberikan 

mereka yang terlibat mempunyai kebebasan untuk bergerak melintasi batas-batas negara. 

Banyak kelompok separatis di Papua berbincang tentang bagaimana membuat Papua 

merdeka tanpa melihat dan mempelajari seperti apa masalah di Papua. Salah satunya 
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adalah perlawanan kelompok separatis Papua yang semakin terkonsolidasi, seperti 

terlihat dari terbentuknya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang 

mempertemukan kelompok-kelompok pejuang OPM antara kelompok bersenjata dan 

kelompok politik. Kehadiran ULMWP dimaksudkan untuk lebih mengoordinasikan 

upaya pembebasan Papua untuk mendapatkan dukungan politik dari dunia internasional 

(ULMWP, 2020). 

Jalur perjuangan ULMWP sedikit berbeda dengan OPM yang menggunakan jalur 

pertempuran nasional atau lokal, sedangkan ULMWP melalui jalur internasional dan 

mengangkat isu-isu di Papua tentang isu HAM untuk mencari dukungan dari dunia 

internasional. Karena memperoleh kekuatan internasional hanya dimungkinkan melalui 

masalah hak asasi manusia (Sukoyo, 2020). 

Isu kemerdekaan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang 

dituntut oleh kelompok-kelompok pendukung gerakan Papua Merdeka tetap menjadi 

salah satu persoalan bangsa Indonesia yang prioritasnya adalah segera dicarikan solusi 

yang komprehensif dan bernilai. Sebab, persoalan kemerdekaan Papua tidak hanya 

berkembang di tingkat lokal dan nasional saat ini, tetapi juga telah menyentuh dimensi 

internasional. Hal ini merujuk pada reaksi sekelompok masyarakat internasional bahkan 

negara yang menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Papua, salah satunya 

Negara Vanuatu yang menegaskan dukungannya terhadap kemerdekaan Papua 

(Papuapost, 2014). 
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United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yang mengklaim 

sebagai kendaraan politik bagi seluruh rakyat Papua, telah mengkampanyekan hal ini, 

meskipun beberapa di antaranya justru tampak berlawanan dengan intuisi. ULMWP 

bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari dua pertiga negara anggota PBB dan sejauh 

ini Vanuatu telah bertindak sebagai negara sponsor dengan dukungan dari beberapa 

negara sahabat di PBB. Alasan bias ini adalah karena Vanuatu percaya bahwa Indonesia 

telah memperlakukan Papua Barat dengan tidak adil. Mereka percaya bahwa Indonesia 

telah melakukan banyak pelanggaran terhadap Papua Barat, terutama pelanggaran hak 

asasi manusia. Selain itu juga didasari oleh kesamaan budaya dengan masyarakat Papua 

Barat. 

Indonesia memiliki tugas untuk melindungi kedaulatan bangsa dan negara dari 

setiap ancaman asing yang berusaha merusak kehidupan negara kesatuan Republik 

Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan 

melakukan berbagai diplomasi publik di forum regional dan internasional. Diplomasi 

merupakan alat yang digunakan oleh suatu negara untuk mendapatkan keuntungan, dalam 

hal ini untuk mempertahankan kedaulatan dan mempertahankan negara kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI). 

Pemerintah Indonesia juga terus melakukan diplomasi atau lobi dengan negara 

lain mengenai permasalahan di Papua dan meminta agar kelompok separatis Papua baik 

di dalam maupun di luar negeri tidak diberikan izin dan kesempatan untuk mendirikan 

negara sendiri. Hal ini dilakukan untuk mengukuhkan deklarasi internasional dalam 

mendukung keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti di 
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forum regional dan internasional seperti Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 

Forum Melanesian Sparhead Group (MSG) , Pacific Islands Forum (PIF) dan forum 

bilateral lainnya. 

1.2. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan Latar Belakang yang telah penulis kemukakan diatas maka 

rumusan masalah yang didapatkan adalah “Bagaimana Diplomasi Publik yang 

dilakukan oleh Indonesia di Fora Internasional terkait Isu Papua Merdeka?” 

1.3. Tujuan Penelitian 
 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan upaya-upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh Indonesia di fora 

internasional terkait isu Papua Merdeka. 

1.4. Manfaat Penelitian 
 

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah: 

 
1. Secara akademis, penelitian ini merupakan suatu Kajian Strategi yang memberikan 

suatu data maupun informasi dalam jurusan Ilmu Hubungan Internasional, untuk 

menambah wawasan tentang diplomasi, kebijakan luar negeri, khususnya dalam hal 

diplomasi publik yang dilakukan oleh Indonesia di fora internasional terkait isu Papua 

Merdeka. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan dalam 

pengembangan studi Ilmu Hubungan Internasional tentang diplomasi publik yang 

dilakukan oleh Indonesia di fora internasional terkait isu Papua Merdeka. 
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